BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.

Perusahaan yang melakukan PHK tanpa menaati aturan dari Undang-
Undang Ketenagakerjaan tersebut maka perusahaan bertanggung
jawab untuk memberikan hak-hak pekerja tersebut yang berupa uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan
uang pisah.

Bagi pekerja/buruh yang terkena PHK sepihak, serta dalam hal ini
pengusaha tidak bertanggung jawab atas PHK tersebut, dapat
melakukan upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya hukum yang dapat ditempuh
oleh pekerja/buruh tersebut yaitu melalui pengadilan atau diluar
pengadilan. Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan diluar
pengadilan yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, dan konsiliasi.
Penyelesaian secara bipartit yaitu penyelesaian hubungan industrial
yang dilakukan dengan cara musyawarah. Bila penyelesaian bipartit
tidak berhasil maka yang dapat dilakukan penyelesaian secara mediasi
yaitu penyelesaian yang ditengahi oleh orang ketiga yang sering
disebut mediator. Seorang mediator merupakan seorang pegawai
instansi  pemerintah  pemerintah  yang  bertugas  dibidang

ketenagakerjaan. Adapun bila penyelesaian secara bipartit dan mediasi
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tidak berhasil dilakukan dan tidak menemukan penyelesaian maka
penyelesaian diluar pengadilan yang terakhir yaitu secara konsiliasi.
Penyelesaian secara konsiliasi penyelesaian yang ditengahi oleh orang
ketiga yang sering disebut konsiliator. Berbeda dengan mediasi
penyelesaian secara konsiliasi dibantu oleh konsiliator. Tetapi bila
upaya hukum diluar pengadilan tersebut tidak menemukan
penyelesaian maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan melalui

pengadilan hubungan industrial.

Bagi pengusaha dalam melakukan PHK agar berpedoman pada
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diharapkan dalam melakukan
PHK sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, agar mampu untuk
memberikan kesejahteraan para pekerja/buruh yang dipekerjakan
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serta tanggung
jawab perusahaan terhadap pekerja/buruh yang di PHK harus
diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah perlu
meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melakukan
kegiatan usahanya, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Selain itu bagi serikat buruh/serikat pekerja juga
diperlukan pengawasan terhadap kesejahteraan pekerja/buruh yang
mengalami PHK sepihak. Bagi pemerintah dibidang ketenagakerjaan

adapun dalam pemberlakuan sanksi bagi pengusaha yang tidak
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bertanggung jawab dalam melakukan PHK sepihak agar lebih

dioptimalkan.

Terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal ini
sebaiknya para pihak baik pekerja/buruh ataupun pengusaha dalam
melakukan penyelesaian perselisihan diharapkan selesai melalui upaya
hukum penyelesaian diluar pengadilan karena dapat meghemat biaya
ataupun secara prosedur tidak terlalu lama serta dapat dilakukan
kekeluargaan. Selain itu keputusan yang didapatkan dalam
penyelesaian diluar pengadilan lebih dapat diterima masing-masing
pihak karena dalam penyelesaiannya para pihak tersebut yang
menyelesaikannya dengan tidak membawa ego masing-masing
sehingga keputusan yang terjadi atas dasar kesepakatan serta
diharapkan penyelesaian secara diluar pengadilan untuk mengurangi

permasalahan pada pengadilan hubungan industrial.
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